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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCAEA

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

1.

Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam
bidang perikanan khsusunya dalam hal pengolahan dan peningkatan nilai
tambah hasil perikanan?

Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
melakukan pembinaan atau pendampingan terhadap Dinas Perikanan
Kabupaten dalam hal pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil
perikanan melalui hilirisasi? (Misalnya bentuk bantuan yang diberikan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah?

Bagaimana provinsi menilai keberhasilan dan dampak program hilirisasi
perikanan dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan di
Kabupaten Jepara?

Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan hilirisasi yang dapat
meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan?

Bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala dalam
meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan di khususnya dalam hal
pengolahan hasil perikanan?

Apa saran yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah
terhadap program hilirisasi agar dapat meningkatkan nilai tambah

komoditas perikanan?

Dinas Perikanan Kabupaten Jepara

1.

2.

Bagaimana Dinas Perikanan Jepara melaksanakan tugas dan wewenang di
bidang perikanan pada tingkat Kabupaten? Selain itu, kewenangan apa yang
diberikan dari pusat ataupun provinsi serta bentuknya seperti apa?

Bagaimana bentuk kebijakan, program dan pelaksanaan hilirisasi perikanan

di Kabupaten Jepara?
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Apakah terdapat peningkatan yang berdampak dalam
mengimplementasikan hilirisasi bidang perikanan di Kabupaten Jepara dari
tahun ke tahun? Apakah terdapat kerja sama dengan pihak swasta atau
kelompok masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan?

Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha dan nelayan
dalam pengolahan ikan di Jepara? serta bagaimana prosedur dan syarat
untuk memperoleh bantuan tersebut?

Apa faktor pendukung dan penghambat yang membuat pemerintah daerah
menerapkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas
perikanan di Kabupaten Jepara? Upaya apa yang dilakukan oleh dinas
untuk mengatasi faktor penghambat tersebut?

Apa saran yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jepara terhadap
program hilirisasi agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas

perikanan?

Pelaku Usaha

1.

Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat pelatihan atau pendampingan dari
Dinas Perikanan terkait pengolahan hasil perikanan? Apabila iya, apa
perubahan yang dirasakan setelah adanya pembinaan dari dinas perikanan?
Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah atau
provinsi (misalnya alat untuk melakukan pengolahan ikan, dsb)? Jika iya,
bagaimana proses atau syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut?
Apakah terdapat kendala dalam memasarkan produk, seperti keterbatasan
akses pasar, alat, atau tenaga kerja manusia?

Menurut Bapak/Ibu, apa yang paling dibutuhkan agar usaha pengolahan
ikan bisa lebih maju dan berkelanjutan sekiranya bantuan dari Dinas
Perikanan Kabupaten Jepara?

Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran Dinas Perikanan Kabupaten Jepara

dalam membantu pengembangan usaha pengolahan ikan di Jepara?
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Nelayan
1.

Bagaimana kondisi hasil tangkapan ikan beberapa tahun terakhir? Apakah
cenderung meningkat atau menurun?

Apakah hasil tangkapan yang diperoleh langsung dijual atau diolah
terlebih dahulu sebelum dijual?

Apakah pernah mendapat pelatihan atau pendampingan dari Dinas
Perikanan terkait pengolahan ikan atau peningkatan kualitas hasil
tangkapan?

Apakah pernah mendapat bantuan alat tangkap atau sarana produksi yang
berkaitan dengan perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara?
Bagaimana proses dan syarat untuk menerima bantuan tersebut?

Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar sektor perikanan di Jepara bisa

memajukan nelayan?
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